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KATA PENGANTAR

Kata Pengantar
Bismillahhirrahmannirahim

Pengawasan pada masa kampanye Pemilu tahun 2019 
terbilang sangat panjang dimulai tanggal 23 September 
2018 sampai dengan 13 April 2019, kalau diakumulasi 
masa kampanye selama 8 bulan atau 203 hari, ini tentu 
tahapan panjang dibandingkan dengan tahapan Pemilu 
yang lain. 

Selama masa tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat 
melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan 
terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kam-
panye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye 
di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media 
elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat 
pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegia-
tan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bawaslu Kabupaten/Kota pada penindakan pelang-
garan terhadap pemasangan alat peraga kampanye 
(APK) dan penyebaran bahan kampanye (BK), Bawas-
lu Jawa Timur membuat tagline “Jatim tertib APK 
serentak”, gerakan penertiban APK dan BK serentak ini 
dilakukan 14 hari sekali yang dilakukan pada hari Rabu, 
gerakan ini dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas 
Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan dengan Satpol PP, 
Dinas Perhubungan dan pihak lain.
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Hasil pengawasan memotret aktifitas kampanye Peserta 
Pemilu, pola metode kampanye Peserta Pemilu, pelangga-
ran pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan 
kampanye (BK), pola pelanggaran alat peraga kampanye 
(APK) dan bahan kampanye (BK), dugaan pelanggaran 
kampanye, dugaan pelanggaran iklan kampanye, pola 
pelanggaran iklan kampanye, kampanye di media sosial, 
pola pelanggaran kampanye di media sosial, laporan mas-
yarakat dan temuan Pengawas Pemilu, jenis pelanggaran 
selama kampanye, rekomendasi, dinamika dan permas-
alahan dan evaluasi pelaksaan pengawasan kampanye.

Buku ini tentu masih sangat jauh dari sempurna, maka 
dari itu masukan ataupun kritikan yang konstruktif san-
gat diharapkan, agar tulisan laporan ini menjadi leb-
ih sempurna. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan 
menambah referensi tentang kajian Pemilu dan demokra-
si di Provinsi Jawa Timur. Syai Un Lilahi Lahumul Fati-
hah. Aamiin. Selamat membaca.

Surabaya, 15 Oktober 2019
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa 

Timur

Aang Kunaifi, S.H., M.H
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A.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye
Pengawasan pada masa kampanye Pemilu tahun 2019 

terbilang sangat panjang dimulai tanggal 23 September 
2018 sampai dengan 13 April 2019, kalau diakumulasi 
masa kampanye selama 8 bulan atau 203 hari, ini tentu 
tahapan panjang dibandingkan dengan tahapan Pemilu 
yang lain. Bawaslu Jawa Timur telah menginstruksikan 
kepada Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota, untuk melakukan 
pengawasan melekat dan langsung pada saat Peserta 
Pemilu melakukan. Pengawasan dilakukan untuk 
memastikan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain 
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu dalan hal meyakinkan 
pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau 
citra diri peserta Pemilu. 

Tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD 
serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 
Pemilu 2019, yang berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 
2018 Perubahan Kedua atas PKPU 7 2017, Tentang 
Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Tahun 2019, Jadwal Pelaksanaan 
kampanye oleh peserta pemilu laksanakan pada periode 
23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 (akhir). 
PKPU Nomor 33 tahun 2018, Perubahan dari PKPU No 23 
dan 28 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur 
tentang penyelenggaraan tahapan kampanye bagi 
penyelenggara pemilu dan Peserta Pemilu. Perbawaslu 
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan 
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Umum mengamanatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan 
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan 
pada seluruh tahapan dalam kampanye.

Selama masa tahapan kampanye, Peserta Pemilu 
dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode 
pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, 
penyebaran bahan kampanye kepada umum, 
pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, 
media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan 
media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan 
calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain 
yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemilu pada masa kampanye ini juga 
melakukan upaya-upaya pencegahan misalnya melakukan 
koordinasi dengan Peserta Pemilu, memberikan surat 
terkait larangan dan ketentuan dalam kampanye dan 
memberikan informasi melalui media sosial. Dugaan 
pelanggaran Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan 
penanganan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-
undangan, adapaun prosedurnya melalui tahapan 
menyampaikan saran perbaikan jika terdapat dugaan 
pelanggaran, menuliskan hasil pengawasan dalam Form 
A, melakukan pleno untuk menentukan temuan dan 
melakukan penanganan pelanggaran.

Selain hasil temuan Pengawas Pemilu, Bawaslu juga 
menerima masukan, informasi dan laporan dari masyarakat 
selama pelaksaan kampanye. Seringkali masyarakat 
memberikan informasi dugaan pelanggaran kampanye 
melalui media sosial Bawaslu misalnya, melaporkan 
baliho/spanduk yang dipasang tempat pendidikan atau 
tempat ibadah. 
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Adapun yang dipotret dari hasil pengawasan kampanye 
ini adalah aktifitas kampanye Peserta Pemilu, dugaan 
pelanggaran kampanye, pelanggaran alat peraga 
kampanye, pelanggaran penyebaran bahan kampanye, 
iklan kampanye, kampanye di media sosial, laporan 
dan temuan Pengawas Pemilu dan pelanggaran 
kampanye selama Pemilu 2019.

Beberapa istilah dalam tahapan Kampanye, diantaranya:
1.	 Peserta Pemilu adalah Parpol untuk Pemilu anggota 

DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kab/
kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan 
Paslon yang diusulkan oleh Parpol/Gabungan Parpol 
untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2.	 Paslon Presiden dan Wakil Presiden disebut 
Pasangan Calon adalah Paslon Peserta Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 
Parpol/Gabungan Parpol yang telah memenuhi 
persyaratan.

3.	 Partai Politik Peserta Pemilu adalah parpol yang 
telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu 
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota 
DPRD kabupaten/kota.

4.	 Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu 
atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu 
untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, 
misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

5.	 Citra diri adalah setiap alat praga atau materi lainnya 
yang mengandung unsur logo dan atau gambar serta 
nomor urut Peserta Pemilu.

•	 Citra Diri Partai adalah No Urut dan Logo 
Partai (kumulatif)

•	 Citra Diri Pasangan Calon adalah No Urut dan 
Logo/Gambar Paslon (kumulatif)
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•	 Citra Diri Calon Anggota DPD adalah No 
Urut dan Logo/Gambar Calon Anggota DPD 
(kumulatif)

6.	 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau 
bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/
atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol 
atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang 
untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk 
mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

7.	 Bahan Kampanye adalah semua benda atau 
bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/
atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol 
atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan 
Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang 
memilih Peserta Pemilu tertentu.

8.	 Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan 
kampanye melalui media cetak, media elektronik, 
media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga 
penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, 
promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, 
dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk 
memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan 
Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.

9.	 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat 
digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye 
Pemilu.

10.	 Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang 
ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan 
kegiatan Kampanye

11.	 Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh 
Paslon bersama sama dengan Parpol atau Gabungan 
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Parpol yang mengusulkan Paslon, yang didaftarkan 
ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 
teknis penyelenggaraan Kampanye.

12.	 Petugas Kampanye adalah seluruh petugas 
penghubung Peserta Pemilu dengan KPU, KPU 
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab./ Kota 
yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, 
dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan 
kepada KPU Provinsi atau KPU Kab./Kota sesuai 
dengan tingkatannya.

13.	 Organisasi Penyelenggara Kegiatan adalah 
organisasi yang berbentuk badan hukum yang 
ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola 
oleh WNI serta tunduk kepada hukum NKRI.

14.	 Juru Kampanye adalah seorang atau kelompok 
yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, 
program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang 
dibentuk oleh Pelaksana Kampanye.

15.	 Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat 
atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi 
syarat sebagai Pemilih.

16.	 Praktik pemberian “materi lainnya” tidak 
termasuk meliputi pemberian barang-barang 
yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara 
lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta 
biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya 
transpor peserta kampanye, biaya pengadaan 
bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/
atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan 
hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan 
kemahalan suatu daerah.
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Tabel 1 Jadwal Tahapan KampanyePemilu Tahun 2019

Sumber: Lampiran Pedoman Pengawasan Kampanye Oleh Bawaslu RI

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penindakan 
pelanggaran alat peraga kampanye atau APK dan 
bahan kampanye atau BK membuat giat ““Jatim 
tertib APK serentak”, gerakan penertiban APK 
dan BK serentak ini dilakukan 14 hari sekali 
yang dilakukan pada hari Rabu, gerakan ini 
dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas 
Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan dengan 
Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
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Tabel 2 Jadwal Giat Jatim Tertib Serentak Bawaslu Provinsi Jawa Timur

1.	 Kerawanan-Kerawanan
a.	 Larangan dalam Kampanye

Mempersoalkan dasar negara, UUD 1945 dan bentuk 
negara, melakukan kegiatan yang membahayakan 
NKRI, membawa atau menggunakan tanda gambar 
dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/
atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan, 
menghasut dan mengadu domba, mengganggu 
ketertiban umum, mengancam untuk melakukan 
kekerasan, merusak/menghilangkan alat peraga 
kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah, 
tempat ibadah, dan tempat pendidikan termasuk 
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halaman, melakukan kampanye SARA dan 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi 
lainnya kepada Peserta Kampanye.

b.	 Pihak yang dilarang dalam Kampanye
Ketua, wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim agung 
pada MA, dan hakim Peradilan di bawah MA, dan 
Hakim Konstitusi pada MK, Ketua, Wakil Ketua, dan 
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, 
Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank 
Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, 
dan Karyawan BUMN/BUMD, BUMDES, atau badan 
lain bersumber keuangan Negara, Pejabat Negara 
bukan Anggota Partai Politik yangmenjabat sebagai 
Pimpinan di lembaga nonstruktural, Pegawai Negeri 
Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, 
dan Pegawai honorer, TNI/POLRI/Kepala Desa/
Lurah atau sebutan lain, beserta Perangkatnya, 
Ketua RT/RW dan Warga Negara Indonesia yang 
tidak memiliki hak memilih.

c. Pertemuan terbatas dan tatap muka
Tidak melebihi batas jumlah Peserta Kampanye 
2.000 tingkat Provinsi dan 1.000 tingkat Kab/Kota, 
mendapatkan pemberitahuan tertulis berupa surat 
tanda terima pemberitahuan kepolisian (STTPK), 
tidak ada APK dan BK selain Peserta Pemilu yang 
melakukan kampanye, pengawasan larangan dalam 
kampanye, tidak melibatkan pihak yang dilarang 
dan tempat kampanye ramah bagi penyandang 
disabilitas.
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d.	 Alat peraga kampanye (APK)
Pemasangan pada tempat ibadah termasuk halaman, 
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, 
gedung milik Pemerintah, lembaga pendidikan, 
materi APK mengandung unsur SARA dan materi APK 
terdapat unsur menghina, menghasut, memfitnah 
dan mengadudomba serta batasan 2 billboard atau 
vidiotron ditiap Kabupaten/Kota.

e.	 Bahan Kampanye (BK)
Fokus penyebaran di tempat ibadah termasuk 
halaman, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, 
fasilitas Pemerintah, lembaga Pendidikan, jalan 
protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasana 
publik, taman, pepohonan dan nilai bahan kampanye 
kalau dikonversi uang tidak melebihi Rp. 60.000.

f.	 Iklan Kampanye
Penanyangan iklan diluar jadwal (24 Maret s.d. 
13 April), melebihi jumlah spot dan durasi yang 
ditentukan (10 spot paling lama 30 detik Televisi 
per hari, 10 spot paling lama 60 detik Radio per hari, 
810 mm atau 1 hal media cetak per hari, 1 banner 
media jaringan per hari dan 1 spot paling lama 30 
detik media social per hari), media cetak, media 
elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan 
lembaga penyiaran dan Peserta Pemilu menjual 
blocking segement/blocking time dan konten iklan 
kampanye mengandung isu SARA serta kampanye 
negatif (terdapat unsur menghina, menghasut, 
memfitnah dan mengadudomba).
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g.	 Rapat Umum
Kampanye rapat umum tidak melebihi batas waktu 
diatas jam 18.00 WIB, tidak melibatkan pihak yang 
dilarang dalam kampanye, tidak terdapat perbuatan 
menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi 
lainnya, konvoi yang tidak ada pemberitahuan ke 
kepolisian, tidak ada APK dan BK selain Peserta 
Pemilu yang melakukan kampanye, tidak melanggar 
larangan dalam kampanye, tempatnya tidak ramah 
bagi Penyandang disabilitas dan tidak adanya surat 
tanda terima pemberitahuan (STTP).

h.	 Cuti kampanye Kepala Daerah/Pejabat Negara
Kegiatan kampanye yang dilakukan pada hari kerja, 
pemberian cuti dilakukan sesuai dengan tingkatan 
kecuali Menteri dan Pejabat setingkat Menteri Kepada 
Presiden Melalui MENSESNEG, Gubernur kepada 
KEMENDAGRI dengan tembusan kepada Presiden, 
Bupati dan Walikota kepada Gubernur dengan 
tembusan kepada KEMENDAGRI dan larangan 
penggunaan sarana dan fasiltas serta penggunaan 
wewennag dan progam untuk kampanye.

i. Branding Mobil
Mobil pribadi, mobil milik partai politik dan angkutan 
umum terdapat logo dan nomor urut partai politik 
dan/atau visi dan misi Calon/partai politik.

j.	 Pengawasan di Media Sosial
Setiap orang tidak menggunakan hoaks dan 
penghinaan berdasarkan suku, agama, ras dan antar 
golongan.
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2.	 Fokus Pengawasan

a.	 Pengawasan Kampanye
Penayangan iklan kampanye di media cetak dan 
elektronik selain yang difasilitasi KPU, pemberitaan 
dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, 
penyebaran dan pencetakan bahan kampanye diluar 
ketentuan, kampanye tanpa izin dan pelaksana tanpa 
surat izin cuti, kampanye di media social selain yang 
akunnya tidak didaftarkan kepada KPU, politik uang, 
percetakan dan pemasangan APK diluar ketentuan 
dan penggunaan fasilitas negara.

b.	 Politik uang
Materi lainnya yang diperbolehkan yaitu biaya/uang 
makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang 
transpor peserta kampanye berdasarkan kewajaran 
dan kemahalan suatu daerah.

B.	Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Kampanye

1.	 Pencegahan
Pengawas Pemilu pada masa kampanye ini juga 
melakukan upaya-upaya pencegahan misalnya melakukan 
koordinasi dengan Peserta Pemilu, memberikan surat 
terkait larangan dan ketentuan dalam kampanye dan 
memberikan informasi melalui media sosial, adapun 
bentuk pencegahannya sebagai berikut:

a.	 Instruksi tertulis
Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor 1571/K.bawaslu/
PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018 
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perihal ketentuan citra diri dalam pelaksanaan 
kampanye Pemilu 2019, Bawaslu Provinsi Jawa 
Timur menyampaikan surat tertulis kepada 38 
Bawaslu Kab/Kota tentang ketentuan citra diri 
dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2019.
Ketentuan citra diri ini penting untuk diketahui 
oleh Bawaslu Kab/Kota sejak awal kampanye, ini 
sebagai langkah untuk melakukan pencegahan yang 
disampaikan kepada Peserta Pemilu dan melakukan 
pendindakan pelanggarannya.

b.	 Rapat Koordinasi
Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 1-3 Oktober 
melakukan rapat koodinasi dengan 38 Bawaslu Kab/
Kota tentang pengawasan tahapan kampanye Pemilu 
tahun 2019. Rapat ini akan menentukan kerawanan 
dan fokus pengawasan pada awal tahapan kampanye 
Pemilu tahun 2019.

c.	 Identifikasi praktek politik uang
Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama 38 Bawaslu 
Kab/Kota melakukan identifikasi pola-pola praktek 
politik uang, identifikasi tersebut menghasilkan 
beberapa 4 dimensi dan 15 indikator yaitu:

Tabel 3 Hasil identifikasi praktek politik uang di Jawa Timur

No Indikator Variabel

1 Perilaku 
Pemilih

Pemilih mengenali Calon yang dipilihnya
Faktor intenal/rasional (Program Kerja, Visi, Misi 
dan Latar Belakang Calon)
Faktor eksternal/emosional (Pemberian uang, 
hadiah, jabatan politik, fisik yang menarik, 
hubungan kekerabatan dan tingkat popularitas)
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2 Aktor Politik 
Uang

Pengurus Parpol

Tim Sukses

Penyelenggara Pemilu

Kepala Desa/Kelurahan

Tokoh Masyarakat

RT/RW

3 Bentuk Poli-
tik Uang

Uang
Barang (sembako, pakaian, pulsa dan lainnya 
sebutkan)
Jasa 

4

Modus/

Pola Politik 
Uang

Waktu (kampanye, masa tenang, pemungutan 
dan penghitungan suara, rekapitulasi suara dan 
setelah penetapan calon)

Tempat (rumah Pemilih, rumah tim sukses, 
rumah kepala desa, warung kopi/cafe, hotel dan 
lainnya sebutkan)
Langsung (tatap muka) dan Tidak Langsung (via 
transfer)

d.	 Rapat koordinasi
Bawaslu Provinsi Jawa Timur persiapan pengawasan 
iklan kampanye dan rapat umum, melakukan rapat 
koordinasi bersama 38 Bawaslu Kab/Kota, hal 
ini penting untuk menyusun pengawasan pada 
kampanye rapat umum, untuk menyamakan pola 
pencegahan, pola pengawasan dan pola penindakan 
di provinsi Jawa Timur. Fokus pengawasan rapat 
umum mulai pra, pelaksanaan dan pasca kampanye 
rapat umum.

e.	 Instruksi tertulis
Mmenindaklanjuti Surat Bawaslu Republik Indonesia 
Nomor 0581/K.Bawaslu/PM.00/3/2019 tanggal 20 
Maret 2019 Perihal Instruksi Pengawasan Kampanye 
melalui rapat umum dan iklan kampanye di media, 
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Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan surat 
tertulis kepada 38 Bawaslu Kab/Kota tentang 
instruksi pengawasan kampanye melalui rapat 
umum dan iklan kampanye di media. Intruksi ini 
disertakan dengan panduan pengawasan rapat 
umum dan iklan kampanye dan pengeleluaran dana 
kampanye rapat umum Peserta Pemilu. 

2.	 Aktifitas Pengawasan
Aktifitas pengawasan kampanye yang dipotret oleh Bawaslu 
Provinsi Jawa Timur yaitu aktifitas kampanye Peserta 
Pemilu, dugaan pelanggaran kampanye, pelanggaran 
alat peraga kampanye, pelanggaran penyebaran bahan 
kampanye, iklan kampanye, kampanye di media sosial, 
laporan dan temuan Pengawas Pemilu dan pelanggaran 
kampanye selama Pemilu 2019.

a.	 Aktifitas kampanye Peserta Pemilu
Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye 
Peserta Pemilu selama masa kampanye Pemilu 2019, 
aktifitas kampanye ini baik ada pemberitahuan atau 
tidak ada pemberitahuan ke pihak Kepolisian dan 
tembusan pemberitahuan ke Bawaslu Kabupaten/
Kota, aktifitas kampanye yang dicatat pada metode 
kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap 
muka dan kegiatan lainnya (kegiatan kebudayaan, 
kegiatan olahraga, perlombaan, mobil branding dan 
kegiatan sosial), rapat umum dan iklan kampanye. 
Aktifitas kampanye Peserta Pemilu yang tercatat 
oleh Pengawas Pemilu sebanyak 4.323 kegiatan 
kampanye.
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Diagram 1 Aktifitas Kampanye Peserta Pemilu di Kabupaten/Kota 
diProvinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

b.	 Pola Metode Kampanye
Peserta Pemilu selama masa kampanye sering 
melakukan pola kampanye dalam bentuk pertemuan 
terbatas, pertemuan tatap muka, kegiatan 
sosial, kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, 
perlombaan, mobil branding dan rapat umum.

Diagram 2 Pola Metode Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
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c.	 Aktifitas Kampanye Partai Politik
Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye yang 
dilakukan Partai Politik, ini penting dalam menakar 
kesesuaian pengeluaran dana kampanye yang 
dilaporkan pada LPSDK dan LPPDK.

Diagram 3 Aktifitas Kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik di 
Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

d.	 Aktifitas kampanye calon perseorangan anggota 
DPD RI
Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye yang 
dilakukan oleh calon perseorangan anggota DPD RI, 
ini penting dalam menakar kesesuaian pengeluaran 
dana kampanye yang dilaporkan pada LPSDK dan 
LPPDK.
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Diagram 4 Aktifitas Kampanye dilakukan calon perseorangan anggota 

DPD RI  di Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

e.	 Aktifitas kampanye pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden
Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye 
yang dilakukan oleh calon pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden, ini penting dalam menakar 
kesesuaian pengeluaran dana kampanye yang 
dilaporkan pada LPSDK dan LPPDK.

Diagram 5 Aktifitas Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden di Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur



18

C.	Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan 
Kampanye
1.	 Temuan

a.	 Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye 
(APK)

baik berupa baliho, spanduk, umbul-umbul atau 
billboard/videotron. Pengawas Pemilu melakukan 
pengawasan terhadap dua hal. Pertama; APK yang 
melanggar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yaitu APK yang diletakkan dilokasi yang 
dilarang yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, 
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, 
gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. 
Kedua; APK yang mengandung materi kampanye 
yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan 
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan 
NKRI, melakukan peghinaan berdasarkan SARA 
dan melakukan hasutan serta mengadu domba 
perseorangan atau kelompok dan ketiga: APK yang 
dipasang dirusak atau dihilangkan.

Diagram 6 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di 38 Kabupaten/ 
Kota di Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
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b.	 Pola pelanggaran pemasangan alat peraga 
kampanye (APK)
Peserta Pemilu banyak yang malanggar aturan 
peraturan daerah ditiap kabupaten/kota, 
pelanggaran ini dikarenakan dalam peraturan 
Pemilu tidak mengatur secara rigit larangan 
pemasangan, sehingga harus diatur oleh kabupaten/
kota setempat.

Diagram 7 Pola Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta 
Pemilu di Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

c.	 Pelanggaran penyebaran bahan kampanye (BK)
penyebaran bahan kampanye pengawasan fokus pada 
tempat penyebaran (tempat ibadah, rumah sakit, 
gedung/fasilitas Pemerintah, lembaga pendidikan, 
jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan 
parasana publik, taman dan pepohonan) dan APK 
yang mengandung materi kampanye yang dilarang 
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(mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan 
yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan 
peghinaan berdasarkan SARA dan melakukan 
hasutan serta mengadu domba perseorangan atau 
kelompok).

Diagram 8 Pelanggaran penyebaran bahan  Kampanye Peserta Pemilu di 

Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

d.	 Pola pelanggaran penyebaran bahan kampanye 
(BK)
Peserta Pemilu dalam melakukan penyebaran bahan 
kampanye, banyak melakukan penyebaran BK pada 
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lokasi tanam dan pepohanan dipinggir jalan.
Diagram 9 Pola Pelanggaran Penyebaran Bahan Kampanye (BK) Peserta 

Pemilu Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

e.	 Pelanggaran kampanye pertemuan terbatas
Peserta Pemilu banyak melakukan aktifitas 
kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, hasil 
pengawasan terdapat 9 pelanggaran yang dilakukan 
oleh Peserta Pemilu.

Diagram 10 Pelanggaran metode kampanye pertemuan terbatas di 38 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
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Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

f.	 Pelanggaran kampanye tatap muka
Peserta Pemilu banyak melakukan aktifitas 
kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka, 
hasil pengawasan terdapat 15 pelanggaran yang 
dilakukan oleh Peserta Pemilu.

Diagram 11 Pelanggaran metode kampanye pertemuan tatap muka di 38 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Sumber Data: 
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

g.	 Pelanggaran metode iklan kampanye baik di 
media cetak dan elektronik
iklan kampanye ini baik berupa tulisan, suara, 
gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, 
dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, 
karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang 
dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 276 UU No.7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan umum, metode kampanye 
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dalam bentuk iklan media massa cetak, media 
massa elektronik dan internet dilaksanakan selama 
21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai 
dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan 
pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media 
massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan 
sejak 24 Maret 2019. 
Pengawas Pemilu mencatat terdapat 10 dugaan 
pelanggaran iklan kampanye, dari dugaan 
pelanggaran tersebut 2 dilakukan investigasi 
dikarenakan belum cukupnya bukti dan 8 dugaan 
pelanggaran menjadi temuan.

Tabel 4 Media Pelanggaran Iklan Kampanye Peserta Pemilu

Media 
Online

Iklan Kampa-
nye di Media 

Cetak

Iklan Kampanye di 
Media Elektronik

Iklan Kampanye 
di Radio Total

5 4 1 0 10

Diagram 12 Pelanggaran Iklan Kampanye di media di 38 Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
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h.	 Pola pelanggaran iklan kampanye
Peserta Pemilu paling banyak melakukan 
pelanggaran, dikarenakan ketidaktahuan Peserta 
Pemilu jadwal kampanye dalam bentuk iklan 
kampanye, baik iklan kampanye di media cetak, 
media eletronik dan media online.

Diagram 13 Pola Pelanggaran Peserta Pemilu metode kampanye berupa 

Iklan Kampanye di media di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:

Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

i.	 Pelanggaran kampanye di media social
fokus pengawasan ini, pada akun media sosial 
yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota atau perseorangan. Adapun point 
yang dilakukan pengawasannya diantaranya tautan 
atau status mengandung unsur sara di media 
sosial, tautan atau status mengandung kampanye 
negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan 
mengadudomba) di media sosial, tautan atau status 
mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, UUD Tahun 
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1945 dan NKRI di media sosial dan tautan atau 
status terindikasi bohong/hoax.

Diagram 14 Pelanggaran Kampanye di Media Sosial di 38 Kab/Kota 
Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

j.	 Media Sosial
pelanggaran kampanye di media sosial paling 
banyak ditemukan pada akun di facebook sebanyak 
3, twitter sebanyak 1, instagram sebanyak 1 dan 
media lainnya sebanyak 1. 

Diagram 15 Tempat Pelanggaran Kampanye di Media Sosial  Provinsi Jawa 
Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
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k.	 Pola pelanggaran kampanye di media social
Peserta Pemilu dan/atau setiap orang melakukan 
pelanggran, dimana 2 dugaan pelanggarannya 
terdapat tautan atau status mengandung kampanye 
negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan 
mengadudomba) di media sosial dan 4 dugaan 
pelanggaran lainnya

Diagram 16 Pola Pelanggaran Kampanye di Media Sosial Provinsi Jawa 

Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

2.	 Temuan Pengawas Pemilu dan Laporan 
Masyarakat
Laporan dan temuan ini sudah memenuhi syarat 
formil dan syarat materil serta sudah dilakukan 
proses register. minimnya pasrtisipasi masyarakat 
yang dilaporkan ke Pengawas Pemilu dalam bentuk 
laporan, baik itu laporan dari Peserta Pemilu, 
Pemantau Pemilu dan Masyrakat yang mempunyai 
hak pilih, selam masa kampanye Pemilu tahun 2019. 
Terdapat 1 laporan dari masyarakat dan 6.270 
temuan oleh Pengawas Pemilu.
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Diagram 17 Rekapitulasi Temuan Pengawas Pemilu dan Laporan 
Masyarakat Selama masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa 

Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

a.	 Metode Kampanye paling sering dilanggar
rekapitulasi pelanggaran disetiap metode kampanye 
ini, penting bagi Bawaslu Provinsi Jawa Timur 
sebagai bahan evaluasi dan pencegahan pada 
kampanye berikutnya.

Diagram 18 Rekapitulasi Pelanggaran disetiap Metode Kampanye Selama 
masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
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b.	 Politik Uang
hasil rekapitulasi pengawasan di 38 Kabupaten/
Kota, ada 2 Kabupaten ditemukan terdapat dugaan 
pelanggaran politik uang, yaitu di Kabupaten 
Probolinggo, waktu kegiatan kampanye memberikan 
uang dan stiker kepada Peserta Kampanye.

c.	 Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
hasil rekapitulasi pengawasan di 38 kabupaten/
kota, ada 6 Kabupaten/Kota terdapat pelanggaran 
netralitas aparatur sipil negara (ASN), yaitu:

1.		Kota Malang, 3 PNS melakukan pelanggaran 
netarilitas yaitu melakukan kampanye di 
media sosial;

2.	Tulungagung, 1 PNS  berkomentar  di grup 
Whatsaap “Guyon Maton” yang merupakan 
jargon salah satu calon Peserta Pemilu, dan 1 
PNS mengunggah gambar dan kalimat yang 
mendukung salah satu Peserta Pemilu;

3.	Kota Probolinggo, PNS dilingkungan 
Pemerintah Kota Probolinggo, ikut dalam 
kegiatan kampanye salah satu Peserta Pemilu 
dan membagikan amplop berisi uang beserta 
stiker specimen berupa surat suara bertuliskan 
“coblos salah satu Peserta Pemilu”.

4.	Lamongan, 3 PNS, keikutsertaan Guru SD 
pada kegiatan kampanye Peserta Pemilu, 
Kepala Sekokah mengikuti peresmian rumah 
pemenangan Peserta Pemilu dan sekretaris 
desa mengikuti peresmian rumah pemenangan 
Peserta Pemilu;
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5.	Bojonegoro, 1 PNS menghadiri sosialisasi 
kemenangan Peserta Pemilu;

6.	Gresik, 1 Sekretaris desa melakukan kampanye 
di media sosial dengan membagikan stiker 
salah satu calon Peserta Pemilu;dan

7.	Bangkalan, 2 PNS yaitu 1 guru SD dan 1 
Pegawai Daerah ikut dalam kegiatan kampanye 
Peserta Pemilu.

d.	 Pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye
hasil pengawasan ditemukan di Kabupaten 
Mojokerto, Kepala Desa sengaja menyiapkan dan 
merencanakan kegiatan penyambutan Peserta 
Pemilu, menghadirkan warga dan membagikan 
uang, memasang spanduk dan menunjukkan gesture 
dukungan kepada Peserta Pemilu.

3.	 Rekomendasi
a.	 Rekomendasi pemasangan alat peraga kampanye 

(APK)
Surat tertulis, ada 2 tahapan pertama, Bawaslu 
Kab/Kota menjatuhkan sanksi administrasi kepada 
Peserta Pemilu berupa surat peringatan kepada 
Peserta Pemilu, untuk menurunkan sendiri alat 
peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan 
selama 1 hari. Kedua, Bawaslu Kab/Kota melakukan 
“Jatim tertib APK serentak” yaitu penurunan 
terhadap alat peraga kampanye (APK) yang belum 
dibersihkan oleh Peserta Pemilu. Berdasarkan 
rekapitulasi dari 38 Kabupaten/Kota terdapat 
sejumlah 106.794 APK yang melanggar.
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Diagram 19 Rekomendasi Alat Pegara Kampanye (APK) Melanggar di 
38 Kab/Kota Selama masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa 

Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

b.	 Rekomendasi penyebaran bahan kampanye (BK)
Surat tertulis, ada 2 tahapan pertama, Bawaslu 
Kab/Kota menjatuhkan sanksi administrasi kepada 
Peserta Pemilu berupa surat peringatan kepada 
Peserta Pemilu, untuk membersihkan sendiri bahan 
kampanye (BK) yang melanggar ketentuan selama 1 
hari. Kedua, Bawaslu Kab/Kota melakukan “Jatim 
tertib APK serentak” yaitu membersihkan terhadap 
bahan kampanye (BK) yang belum dibersihkan oleh 
Peserta Pemilu. Berdasarkan rekapitulasi dari 38 
Kabupaten/Kota terdapat sejumlah 23.690 BK yang 
melanggar.
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Diagram 20 Rekomendasi Bahan Kampanye (APK) Melanggar di 38 Kab/
Kota Selama masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

c.	 Rekomendasi tertulis ke Sentra Gakkumdu
Bawaslu Kabupaten Probolinggo hasil kajian 
dugaan pelanggaran politik uang, yaitu waktu 
kegiatan kampanye memberikan uang dan stiker 
kepada Peserta Kampanye, Pacitan membagikan 
wajan (alat penggorengan) yang ditempeli stiker 
Peserta Pemilu kepada Peserta Kampanye. Hasil 
kajian Bawaslu memberikan rekomendasi tertulis 
kepada Sentra Gakkumdu untuk proses penindakan 
pelanggaran pidana Pemilu, dan Kabupaten 
Mojokerto, Kepala Desa sengaja menyiapkan dan 
merencanakan kegiatan penyambutan Peserta 
Pemilu, menghadirkan warga dan membagikan 
uang, memasang spanduk dan menunjukkan gesture 
dukungan kepada Peserta Pemilu.

d.	 Rekomendasi tertulis ke Komisi Aparatus Sipil 
Negara (KASN)
Bawaslu di 6 Kabupaten berdasarkan hasil 
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kajina pelanggaran netralitas ASN, memberikan 
rekomendasi tertulis kepada komisi aparatur sipil 
negara (KASN), untuk diberikan sanksi, yaitu:

1.	 Kota Malang, 3 PNS melakukan pelanggaran 
netrailitas yaitu melakukan kampanye di 
media sosial;

2.	 Tulungagung, Bawaslu Tulungagung mengirim 
surat tertulsi kepada Plt. Bupati Tulungagung, 
terkait netralitas 1 PNS dilingkungan 
Pemeritah Kabupaten Tulunggagung, yaitu 1 
PNS  berkomentar  di grup Whatsaap “Guyon 
Maton” yang merupakan jargon salah satu 
calon Peserta Pemilu, dan 1 PNS mengunggah 
gambar dan kalimat yang mendukung salah 
satu Peserta Pemilu;

3.	 Kota Probolinggo, PNS dilingkungan 
Pemerintah Kota Probolinggo, ikut dalam 
kegiatan kampanye salah satu Peserta Pemilu 
dan membagikan amplop berisi uang beserta 
stiker specimen berupa surat suara bertuliskan 
“coblos salah satu Peserta Pemilu”.;

4.	 Lamongan, 3 PNS, keikutsertaan Guru SD 
pada kegiatan kampanye Peserta Pemilu, 
Kepala Sekokah mengikuti peresmian rumah 
pemenangan Peserta Pemilu dan sekretaris 
desa mengikuti peresmian rumah pemenangan 
Peserta Pemilu;

5.	 Bojonegoro, Bawaslu Bojonegoro melakukan 
rekomendasi tertulis kepada Ketua Pengadilan 
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Agama Bojonegoro, terhadap PNS yang ikut 
kegiatan sosialisai pemenangan Peserta 
Pemilu;

6.	 Gresik, Bawaslu Gresik memberikan 
rekomendasi ke atasnnya, terhadap sekretaris 
desa yang melakukan kampanye di media 
sosial dengan membagikan stiker salah satu 
calon Peserta Pemilu;

7.	 Bangkalan, Bawaslu Bangkalan 
merekomendasikan secara tertulis kepada 
Kepala Inspektorat Kabupaten Bangkalan, 
terhadap 2 PNS yaitu 1 guru SD dan 1 Pegawai 
Daerah ikut dalam kegiatan kampanye Peserta 
Pemilu;

4.	 Tindaklanjut Rekomendasi

a.	 Tindaklanjut rekomendasi pelanggaran 
pemasangan alat peraga kampanye (APK)
Penurunan alat peraga kampanye (APK) melanggar, 
penindakan pelanggaran terhadap pemasangan 
alat peraga kampanye (APK), Bawaslu Jawa Timur 
membuat tagline “Jatim tertib APK serentak”, 
gerakan penertiban APK serentak ini dilakukan 14 
hari sekali yang dilakukan pada hari Rabu, gerakan 
ini dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas 
Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan dengan Satpol 
PP, Dinas Perhubungan dan pihak lain. Selama masa 
kampanye, terdapat sejumlah 106.794 APK yang 
melanggar, pada gerakan Jatim tertib APK serentak 
beserta Satpol PP dan/atau Kepolisian dan Dinas 
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Perhubungan berhasil menurunkan 102.542 APK 
dan yang masih terpasang berjumlah 4.252 APK.

Diagram 21 Tindaklanjut Rekomendasi Alat Peraga Kampanye (APK) 
Melanggar  Selama masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa 

Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

b.	 Tindaklanjut rekomendasi pelanggaran 
penyebaran bahan kampanye (BK)
Pembersihan bahan kampanye (BK) melanggar, 
penindakan pelanggaran terhadap penyebaran 
bahan kampanye (BK), Bawaslu Jawa Timur 
membuat tagline “Jatim tertib APK serentak”, 
gerakan penertiban BK serentak ini dilakukan 14 
hari sekali yang dilakukan pada hari Rabu, gerakan 
ini dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas 
Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan dengan Satpol 
PP, Dinas Perhubungan dan pihak lain. Selama 
masa kampanye, terdapat sejumlah 23.690 BK yang 
melanggar, pada gerakan Jatim tertib APK serentak 
beserta Satpol PP dan/atau Kepolisian dan Dinas 
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Perhubungan berhasil menurunkan 22.787 BK dan 
yang masih terpasang berjumlah 903 BK.

Diagram 22 Tindaklanjut rekomendasi Bahan Kampanye (BK) Melanggar 
di 38 Kab/Kota Selama masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa 

Timur

Sumber Data:
Divisi Pengawasan dan Sosialilasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

c.	 Tindaklanjut rekomendasi politik uang
Tindaklanjut rekomendasi netralitas aparatur sipil 
negara (ASN)
Pengawas Pemilu melakukukan pengawasan 
terhadap tindaklanjut dari komisi aparatur sipil 
negara (KASN), adapun sanksi yang diberikan 
terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) 
tersebut, diantaranya:
1.	 Kota Malang, 3 PNS melakukan pelanggaran 

netarilitas yaitu melakukan kampanye di media 
sosial, 2 PNS diberikan sanksi hukuman disiplin 
sedang dan 1 PNS diberikan sanksi teguran keras;

2.	 Tulungagung, 2 PNS melakukan pelanggaran 
netralitas, sanksinya  merekomendasikan kepada 
Plt.Bupati Kabupaten Tulungagung untuk 
menindaklanjuti hasil kajian dan pemeriksaan 
dari Bawaslu Kabupaten Tulungagung untuk 
memberikan teguran , pembinaan, peringatan;
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3.	 Kota Probolinggo, 1 PNS melakukan politik uang, 
sanksinya Hukuman disiplin sedang (berupa 
Penurunan Pangkat sampai tingkat bawah);

4.	 Lamongan, 3 PNS melakukan pelanggaran 
netralitas, sanksinya Rekomendasi KASN-RI 
kepada Bupati Lamongan selaku pejabat pembina 
kepegawaian untuk memberikan sanksi moral 
berupa pernyataan secara terbuka dan sanksi 
disiplin ringan yang pelaksanaanya mengacu 
kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps 
dan Kode Etik PNS;

5.	 Bojonegoro, setelah dilakukan klarifikasi 
sekaligus pembinaan oleh Pengadilan Agama 
Bojonegoro, kesimpulan surat dari Pengadilan 
Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur, bahwa yang 
bersangkutan tindakannnya bukan merupakan 
pelanggaran, yang bersangkutan diingatkan 
untuk lebih berhati-hati dalam melakukan 
kegiatan sosial apalagi menjelang tahun politik;

6.	 Gresik, memberikan sanksi teguran keras 
agar tidak mengulangi dan menyalahgunakan 
wewenang sebagai sekretaris desa;

7.	 Bangkalan, berdasarkan surat inspektorat 
Kabupaten Bangkalan, 2 PNS diberikan sanksi 
hukuman disiplin sedang berupa “penundaan 
kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun”. 

d.	 Tindaklanjut Rekomendasi Pidana Pemilu
Kabupaten Mojokerto, hasil putusan di Pengadilan 
Negeri Kabupatan Mojokerto, menyatakan 
Kepala Desa tersebut “dengan sengaja melakukan 
tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta 
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Pemilu dalam masa kampanye”, Pengadilan Negeri 
menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 
dan denda Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, 
maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 
(satu) bulan;

D.	Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Kampanye
1.	 Dinamika

a.	 Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)
hasil pengawasan menunjukkan masih tingginya 
pelanggaran metode Kampanye pada pemasangan 
alat peraga kampanye (APK) sebesar 90.12%, 
pelanggaran alat peraga kampanye (APK) tersebut 
dikarenakan pemasangannya melanggar ketentuan 
peraturan daerah (Perda) mendominasi dengan 
80.44%.

b.	 Keterlambatan penurunan alat peraga kampanye 
(APK) berupa baliho atau billboard
Pengawas Pemilu masih kesulitan dalam proses 
penurunan alat peraga kampanye (APK) berupa 
baliho dan billboard yang dipasang pada tempat 
yang telah disediahkan oleh Pemerintah dan pihak 
swasta, hal ini disebabkan minimnya alat-alat 
bantu yang dimiliki oleh Satpol PP dalam proses 
penurunannya.

2.	 Permasalahan
a.	 Keterlambatan Perbawaslu tentang Pengawasan 

Kampanye
bulan Februari sudah ditetapkan Partai Politik 
Peserta Pemilu tahun 2019, Pengawas Pemilu 
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belum ada dasar hukum pengawasan Partai Politik 
pra kampanye. Produk hukum KPU yaitu peraturan 
KPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye 
Pemilihan Umum diundangkan tanggal 26 Juli 2018, 
sedangkan produk hukum Bawaslu nomor 28 tahun 
2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan 
umum diundangnkan tanggal 14 September 2018. 
Jangka waktu kekosongan hukum ini, berdampak 
pada pengawasan dan penindakan terhadap Peserta 
Pemilu yang melanggar tidak berjalan optimal.

E.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan 
Kampanye

1.	 Keberhasilan
a.	 Menurunkan 106.794 alat peraga kampanye (APK) 

melanggar
Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta 38 Kabupaten/
Kota melalui gerakan “Jatim terib APK serentak” 
telah menurukan sejumlah 106.794 APK baik berupa 
baliho, spanduk, umbul-umbul dan billboard/
videotron.

b.	 Membersihkan 23.690 bahan kampanye (BK) 
melanggar
Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta 38 Kabupaten/
Kota melalui gerakan “Jatim terib APK serentak” 
telah membersihkan sejumlah 23.690 BK, paling 
banyak berupa stiker dan poster yang menempel 
di taman dan pepohonan dan sarana dan prasaran 
publik.
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c.	 Merekomendasikan 12 Aparatur Sipil Negara yang 
terlibat kampanye
hasil kajian Bawaslu 7 Kabupaten/Kota terdapat 
12 ASN melakukan pelanggaran netralitas sebagai 
ASN, 1 PNS diberikan peringatan, 1 PNS diberikan 
teguran, 2 PNS diberikan teguran keras dan 8 PNS 
diberikan sanksi disiplin.

d.	 Sanksi pidana kepada Pihak yang dilarang
temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan 
penindakan pelanggaran atas Kepala Desa tersebut 
“dengan sengaja melakukan tindakan yang 
menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam 
masa kampanye”, Pengadilan Negeri menjatuhkan 
pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda 
Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

2.	 Kelemahan
a.	 Anggaran Penindakan APK/BK

belum tersediahnya anggaran khusus penurunan 
dan pembersihan APK/BK baik ditingkat Provinsi 
dan tingkat Kabupaten/Kota, tentu ini menghambat 
ketika Satpol PP tidak/belum mau menurunkan 
sesuai agenda “Jatim tertib APK serentak”, 
pengawas Pemilu harus menurunkan sendiri 
dengan keterbatasan sumber daya manusia dan 
peralatannya.

Minimnya Peralatan Penurunan APK, minimnya 
peralatan yang digunakan Bawaslu dalam 
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pembersihan APK/BK baik ditingkat Provinsi dan 
tingkat Kabupaten/Kota, tentu ini menghambat 
ketika Satpol PP tidak/belum mau menurunkan 
sesuai agenda “Jatim tertib APK serentak”, 
Pengawas Pemilu harus menurunkan sendiri 
dengan keterbatasan sumber daya manusia dan 
peralatannya
Lambatnya Penurunan Billboard atau Baliho 
melanggar, Pengawas Pemilu masih kesulitan dalam 
proses penurunan alat peraga kampanye (APK) 
berupa baliho dan billboard yang dipasang pada 
tempat yang telah disediahkan oleh Pemerintah dan 
pihak swasta, hal ini disebabkan minimnya alat-alat 
bantu yang dimiliki oleh Satpol PP dalam proses 
penurunannya.
Minimnya Sosialisasi Perda pemasangan APK, 
hasil pengawasan menunjukkan masih tingginya 
pelanggaran metode Kampanye pada pemasangan 
alat peraga kampanye (APK) sebesar 90.12%, 
pelanggaran alat peraga kampanye (APK) tersebut 
dikarenakan pemasangannya melanggar ketentuan 
peraturan daerah (Perda) mendominasi dengan 
80.44%.
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Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019 
Bawaslu RI

Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penga-
wasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tenatng Penga-
wasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/
XI/2018 Tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemi-
lu 2019

Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0581/K.Bawaslu/
PM.00.00/3/2019 Tentang Instruksi Pengawasan Kam-
panye melalui Rapat Umum dan Iklan Kampanye di Me-
dia

Rekomendasi Bawaslu RI pada Pelaksanaan Pengawasan 
Tahapan Kampanye Pemilu 2019

Form A Hasil Pengawasan Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur

Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Rilis Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada 

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 
2019

DAFTAR PUSTAKA
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN
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Aktifitas Pengawasan Tahapan Kampanye 
di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur
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Sumber website: https://kpujatim.go.id/berita-kpu-jatim/approval-de-
sain-apk-pemilu-2019-kpu-jatim-rakor-bersama-bawaslu-jatim/

https://kpujatim.go.id/berita-kpu-jatim/approval-desain-apk-pemilu-2019-kpu-jatim-rakor-bersama-bawaslu-jatim/
https://kpujatim.go.id/berita-kpu-jatim/approval-desain-apk-pemilu-2019-kpu-jatim-rakor-bersama-bawaslu-jatim/
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Koordinasi Bawaslu Jawa Timur dengan Peserta Pemilu dan 
KPU

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan KPU 
Jawa Timur dan 16 Partai Politik dan Tim Kampanye Capres dan 
Cawapres, koordinasi ini terkait potensi kerawanan Pemilu Tahun 
2019 yang nantinya menjadi indeks kerawanan Pemilu (IKP), dian-
taranya kerawanan pemilu di Jatim adalah ketidaknetralan penye-
lenggara pemilu, ketidaknetralan penyelenggara negara seperti 
ASN, TNI/Polri,   hingga aktifitas intimidasi kepada pemilih. Tidak 
lupa, juga terkait praktik politik uang pada masa tenang.
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“Gerakan Jatim Tertib APK Serentak” 
pada Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilu 

Tahun 2019
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Pencegahan Bawaslu Jawa Timur pada Pelaksanaan 
Kampanye Pemilu Tahun 2019
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Kerjasam (MoU) Bawaslu Provinsi Jawa Timur 
Universitas
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Kepala Desa Terlibat Kampanye Pemilu Tahun 
2019
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